SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
juncto Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Belanja Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka
penganggaran pendanaan pelaksanaan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dalam
APBD tahun anggaran berkenaan dapat menyesuaikan
anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara
mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar
pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran
berkenaan;



Mengingat
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bahwa sesuai dengan usulan dari beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu untuk melakukan pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja, antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja dan uraian rincian obyek belanja
pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek
belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);



6.

10.

11

12,

-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Belanja Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Belanja Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



Menetapkan

.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007
Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 1);

16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Lingkungan Provinsi Bengkulu (Berita
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 4);

17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 1 huruf b angka 1 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
b. belanja:
1. belanja tidak langsung:

1. belanja pegawai Rp. 437.003.281.263,80
2. belanja bunga Rp. 0,00
3. belanja subsidi Rp. 0,00
4. belanja hibah Rp. 366.277.309.803,00
S. belanja bantuan sosial Rp. 0,00
6. belanja bagi hasil Rp. 218.158.358.954,00
7. belanja bantuan Rp. 4.403.194.540,00
keuangan
8. belanja tidak terduga Rp. 1.284.561.401,45
Jumlah Rp. 1.027.126.705.962,25

2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015
diubah dengan melakukan pergeseran anggaran antar obyek
belanja dalam jenis belanja, antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja dan uraian rincian obyek belanja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah
Provinsi Bengkulu dengan perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

3. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015
sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015.

Pasal II

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka
Lampiran II Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 10) masih berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.



2. Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 April 2015

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.
H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
¥~ KEPALA BIRO HUKUM,

-,

&

M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 196909095 199403 1 001




